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"Awal yang baik menandakan akhir yang baik". 
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ABSTRACT. 

This study aims to determine the suitability of the regulation of E-Commerce business licenses 
in Indonesia from the perspective of maqashid sharia by revealing three crucial aspects of the 
regulation of e-commerce business licenses. First, I will discuss the development of e-commerce in 
Indonesia. Second, about the regulations governing e-commerce business licenses. Third, the 
perspective of Maqasaid Sharia on the regulations of the Minister of Trade, significantly the articles 
that examine e-commerce business licenses. This research method is a literature that uses a normative 
juridical approach. Primary data sources involve laws, regulations, and relevant regulations. 
Secondary data sources involve scientific literature and e-commerce statistical data in publications 
from Kominfo's official website and other online sources related to this study. Based on the study, it is 
known that there are five e-commerce platforms in great demand by the Indonesian people: Shopee, 
Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. Where each platform has differences in electronic 
transaction practices and business license practices. The results of this study show that E-Commerce 
business licenses following Maqashid Sharia have a broader impact on society. Maqashid Sharia, 
which protects religion, soul, mind, descendants, and property, is the basis for developing a regulatory 
framework, especially property protection, that supports digital trading activities. Thus, e-commerce 
business permits based on maqashid sharia are beneficial for individuals and society at large. 
Keyword: Business License; E-Commerce; Maqashid Syariah 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara regulasi izin usaha E-
Commerce di Indonesia perspektif maqashid syariah. Dengan mengungkap 3 aspek penting dari 
regulasi izin usaha e-commerce. Pertama, tentang perkembangan E-Commerce di Indonesia. Kedua, 
tentang regulasi yang mengatur izin usaha e-commerce. Ketiga, perspektif maqasaid syariah atas 
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 khususnya pasal yang mengkaji 
izin usaha e-commerce. Metode penelitian ini adalah kepustakaan yang menggunakan pendekatan 
yuridis normative. Sumber data primer melibatkan peraturan perundang-undangan, dan regulasi 
yang bersangkutan. Sumber data sekunder melibatkan literatur ilmiah, dan data statistik E-
Commerce dalam publikasi dari situs web resmi Kominfo dan sumber-sumber daring lainnya yang 
terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa ada lima Platform E-
Commerce yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, lima palatform tersebut diantara lain 
ada shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak dan Blibli. Dimana disetiap masing-masing platform 
memiliki perbedaan dalam praktik transaksi elektronik dan praktik izin usaha. Hasil dari dari 
penelitian ini adalah izin usaha E-Commerce yang sesuai dengan maqashid syariah memiliki 
dampak lebih luas bagi masyarakat. Maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap 
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agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka regulasi 
khususnya perlindungan harta yang mendukung aktivitas perdagangan digital. Dengan demikian 
izin usaha E-Commerce yang berlandaskan maqashid syariah tidak hanya bermanfaat bagi individu, 
tetapi juga memberikan dampak maslahat bagi masyarakat secara luas. 
Kata kunci: Izin Usaha; E-Commerce; Maqashid Syariah  
 
PENDAHULUAN 

Pesatnya perkembangan Platform E-Commerce di Indonesia, mengharuskan berbagai pihak 

untuk memberikan atensi yang lebih, khususnya pada aspek kepatuhan pendiri dan pengembang 

Platform E-Commerce terhadap regulasi di bidang ini. Aspek kepatuhan hukum menjadi barometer 

penegakan dan realisasisai kepastian hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam praktik e-

commerce. Izin Usaha merupakan salah satu bentuk kepatuhan hukum pelaku, pendiri dan 

pengembang E-Commerce terhadap Regulasi yang berlaku. Adanya izin usaha akan memberikan 

legalitas kepada usaha yang dijalankan, dan secara mutatis mutandisakan memberikan 

perlindungan hukum, menghindarkan pengusaha E-Commerce dari sanksi hukum, baik 

administratif maupun pidana, serta Sdapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum 

yang dapat merugikan pelaku usaha dan pengguna e-commerce (Windyaka, 2021; Virgiawan, 2020; 

Adiatna, Asikin, &Setiawan, 2023). Kepatuhan akan Izin Usaha E-Commerce merupakan hal penting 

yang tidak boleh di abaikan, karena dapat menjadi tolak ukur berhasil tidaknya regulasi yang ada 

mewujudkan Maqashid Syari’ah pada bidang ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 yang mengatur izin usaha e-

commerce di Indonesia. 

Sejauh ini, penelitian tentang izin usaha E-Commerce di Indonesia fokus pada aspek 

implementasi dan dampak ekonomi dari regulasi izin usaha e-commerce. Aspek peluang dan 

tantangan dalam menerapkan izin usaha E-Commerce Indonesia juga menjadi fokus lainnya dari 

penelitian dibidang ini (Wiya, 2022; Hayati, 2021; Effendi, 2020; Tarmizi, 2022). Sedangkan kajian 

yang menjadikan pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 

2023 yang mengkaji tentang  E-Commerce sebagai objek utama, khususnya kajian normatif dengan 

perspektif Maqashid Syari’ah, masih sedikit sekali. Setidaknya ada tiga kecenderungan dalam 

penelitian-penelitian terdahulu tentang e-commerce, yang peneliti cermati. Pertama, efektivitas 

regulasi izin usaha di Indonesia cenderung dianggap memiliki dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi digital, perlindungan konsumen, dan peningkatan kepercayaan terhadap 

transaksi online. Kedua, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan izin usaha E-Commerce 

di Indonesia menjadi prioritas utama, seperti peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, dan 

kompleksitas prosedur perizinan. Ketiga, dampak hukum terkait izin usaha E-Commerce di 

Indonesia yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen 

yang mencakup berbagai aspek izin usaha dan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Dengan 

demikian, dari penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa aspek substansi regulasi Peraturan 

Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Izin Usaha E-Commerce di 

Indonesia, khususnya kajian yang mengunakan pendekatan perspektif Maqashid Syariah, belum 

menjadi perhatian dalam kajian yang sudah ada sebelumnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi dan menutup celah kekurangan dari 

penelitian terdahulu, yang cenderung meninggalkan pendekatan perspektif maqashid syariah 

dalam membahas substansi regulasi tentang Izin Usaha E-Commerce di Indonesia. Dalam penelitian 

ini akan diidentifikasi kesesuaian regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia dengan Prinsip-

Prinsip Maqashid Syariah. Izin usaha harus menjadi alat hukum bagi negara untuk menjaga agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta warganya. Dengan memilih fokus pada aspek substansi regulasi izin 

usaha dan maqashid syariah, secara otomatis akan diuraikan tiga aspek penting dari regulasi izin 

usaha dan E-Commerce. Pertama, tentang perkembangan E-Commerce di Indonesia. Kedua, 

bagaimana regulasi yang ada mengatur izin usaha E-Commerce di Indonesia. Ketiga, perspektif 

Maqashid Syariah atas substansi regulasi yang ada, khususnya pasal yang secara khusus mengkaji 

tentang izin usaha e-commerce dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 

2023. Pembahasan tentang tiga aspek ini, akan membessrikan pemahaman komprehensiftentang 

urgensi regulasi yang baik, untuk kemudian di rumuskan pembuatan substansi regulasi atau 

kebijakan baru yang menggunakan pendekatan Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah. 

Tulisan ini disusun atas asumsi dasar bahwa substansi regulasi yang baik di bentuk dengan 

cara melakukan komparasi dan elaborasi dengan norma regulasi yang lain. Implementasi substansi 

regulasi yang baik akan menciptakan kepastian hukum di lingkungan pelaku usaha yang 

menggunakan E-Commerce atau marketplace. Kepastian komparasi hukum dapat memberikan 

kontribusi positif dalam perubahan regulasi (Ghoffar & Kusumo, 2021). Regulasi pembanding dapat 

menjadi penguat argumentative atas regulasi yang akan diimplementasikan (Liswardi, 2019). 

Langkah-langkah solutif lintas Lembaga dalam rangka meningkatkan penerimaan dan efektivitas 

penegakan hukum yang disusun secara komprehensif (Pamungkas, Kusumawati, & Safitri, 2024). 

Dengan demikian, implementasi dan penegakan suatu regulasi tidak dapat hanya bergantung pada 

struktur dan kultur hukum, tetapi substansi hukum yang baik juga dibutuhkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau studi 

kepustakaan (library research), data dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini 

bersumber dari kepustakaan, antara lain jurnal, dokumen, buku, artikel dan lain-lain (Rahmadi, 

2011). Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, 

yaitu mengkaji penggunaan data sekunder dan bahan Pustaka sebagai bahan dasar dengan 

mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. 

Pendekatan hukum normative menggunakan pendekatan hukum dengan menelaah peraturan 

perundang-undangan yang relevan dan regulasi yang bersangkutanberdasarkan penelitian yang 

diteliti (Suteki&Taufani, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer seperti undang-undang dan peraturan turunanya. Sedangkan sumber data sekunder adalah 

bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku hukum (Arikunto, 3).Teknik 

pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari data sekunder dan 
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kemudian dilakukan modifikasi bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif. 

 

 

LITERATUR REVIEW 

1. Transaksi Elektronik 

Transaksi elektronik merupakan Tindakan hukum dilakukan dengan menggunakan media 

elektronik, umumnya di bidang perdagangan, sehingga lebih dikenal dengan perdagangan 

elektronik dan E- commerce (Arsensius, 2009). Definisi E-Commerce terus berkembang dari waktu 

ke waktu, tetapi secara umum mengacu pada aktivitas komersial apapun yang terjadi secara online, 

termasuk seluruh proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan 

pembayaran produk layanan, atau perdagangan elektronik, telah menjadi aspek penting dalam 

ekonomi global modern (Azizah, 2022). E-Commerce telah merevolusi cara bisnis dan konsumen 

berinteraksi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan aksebilitas yang 

lebih besar keberbagai macam produk dan layanan (Setiawan, 2018; Eliyatiningsih et al., 2022). 

Dari rangkaian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan transaksi 

elektronik atau E-Commerce adalah sebuah perbuatan hukum yangmemiliki nilai komersial, 

umumnya dalam bentuk jual beli, dan menekankan pada peningkatan efisiensi transaksi, dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam melakukan pelayanan, pemasaran, 

penawaran, pembelian dan pembayaran. 

E-Commerce dalam praktik dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksinya, yaitu E-

Commerce bisnis-ke-bisnis (B2B), bisnis-ke-konsumen (B2C), konsumen-ke-konsumen (C2C), dan 

konsumen-ke-bisnis (C2B)(Dasopang, 2023).Kelebihan dari E-Commerce B2B antara lain volume 

transaksi yang lebih besar, berpusat Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan 

Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik, kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan 

Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 

2023.  (Prasetya et al., 2022).  
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2. Ketentuan Regulasi Tentang Izin Usaha Transaksi Elektronik 

Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian perdagangan agar berjalan adil dan 

sehat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan rincian aturan tentang E-Commerce yaitu 

Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, 

Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, 

kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang 

Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik. (Prasetya et al., 2022).  Permendag No. 31 Tahun 2023 mengatur izin 

usaha untuk transaksi elektronik di Indonesia, mencakup ketentuan perizinan, periklanan, dan 

pengawasan pelaku usaha. 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 pada pasal 3-21 menetapkan bahwa 

penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) harus memiliki Surat Izin Usaha 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE). Pelaku usaha wajib mendaftar dengan Nomor 

Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi standar teknis serta persyaratan hukum yang berlaku, 

termasuk larangan bagi model bisnis tertentu seperti marketplace untuk bertindak sebagai 

produsen. Dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan perdangan yang adil dan melindungi 

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan usaha yang tidak sehat, 

terutama dari pelaku usaha asing yang menjual produk dengan harga sangat murah untuk 

menguasai pasar indonesia.  

 

 

 

3. Maqashid Syariah 

Maqaṣhid syariah merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan utama di 

balik syariat Islam. Maqashid syariah adalah tujuan hidup untuk menciptakan kesejahteraan yang 

mencakup penjagaan terhadap 5 unsur kehidupan yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan 

dan harta, kelima unsur tersebut dapat membawa kepada kehidupan yang maslahat atau baik. 

(Dewiet al., 2022). Dalam konteks bisnis, terutama E-Commerce penerapan prinsip maqashid 

syariah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tersebut tidak hanya 

menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi 

Masyarakat. Dalam E-Commerce perlu adanya izin usaha untuk persyaratan legal yang harus 

dipenuhi oleh setiap individu atau perusahan yang ingin menjalankan bisnis online. Izin usaha 

berfungsi sebagai bukti bahwa bisnis tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan beroperasi secara sah (Sri Wahyuni, Asmuni, dan Tuti Anggraini, 2022). Penerapan 

prinsip maqashid syariah dalam izin usaha sangat diperlukan untuk mencapai kemaslahatan, 

sehingga dapat dilihat dari beberapa aspek penerapan prinsip maqashid syariah dalam izin usaha 

e-commerce. Maqashid Syariah adalah konsep utama dalam hukum Islam yang menekankan lima 

tujuan utama syariat untuk meningkatkan kemanfaatan bagi umat manusia. (Dewi et al., 2022).  

 Hifdzu Ad-Diin (Menjaga Agama), Menjaga agama mencakup perlindungan terhadap praktik 

ibadah dan ajaran Islam. Ini termasuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. 
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Dalam konteks e-commerce, izin usaha harus memastikan bahwa platform tidak memfasilitasi 

penjualan barang atau jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti produk haram. 

Hifdzu An-Nafs (Menjaga Jiwa), Melindungi jiwa berarti menjaga kesehatan fisik dan mental 

menghindari perilaku yang berbahaya, dan menjaga keutuhan moral. Izin usaha juga harus 

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan etika yang baik, menghindari penipuan yang dapat 

merugikan konsumen. Hifdzu Aql (Menjaga Akal), Menjaga akal meliputi menghindari gangguan 

pikiran yang negatif, dan menggunakan logika dalam mengambil keputusan. E-commerce dapat 

berkontribusi dalam penyediaan informasi yang transparan bertujuan menjaga akal sehat 

konsumen agar dapat membuat keputusan yang rasional. Hifdzu An Nasl (Menjaga 

Keturunan),berarti memastikan generasi masa depan memiliki lingkungan yang sehat. E-commerce 

harus menjual produk yang mendukung keberlanjutan usaha yang legal dan etis dengan 

pembangunan ekonomi yang stabil untuk generasi mendatang. Hifdzu Al Maal (Menjaga Harta), 

Menjaga harta mencakup perlindungan terhadap kekayaan individu dan masyarakat. Menjaga harta 

meliputi mengelola harta dengan bijak, menghindari korupsi, dan menggunakan harta untuk 

kebaikan umum. E-commerce harus beroperasi secara transparan dan adil, menghindari praktik 

curang seperti penipuan atau penjualan barang palsu. Izin usaha harus menegakkan prinsip 

keadilan dalam transaksi untuk melindungi hak-hak konsumen. 

Setiap tujuan dari maqashid syariah saling terkait dan komplementer, sehingga apabila salah 

satu tujuan tercapai, maka tujuan lain pun akan ikut tercapai. Oleh karena itu, maqashid syariah 

merupakan landasan fundamental dalam menginterpretasikan dan menerapkan syariat Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks e-commerce penerapan izin usaha e-commerce di 

Indonesia harus mempertimbangkan semua aspek ini untuk mencapai kemaslahatan umat. (Hamdi, 

2017).  

 

HASIL TEMUAN 

1. Praktik Transaksi Elektronik di Indonesia 

Transaksi elektronik atau E-Commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan 

Masyarakat Indonesia. Pertumbuhan pesat sektor ini didorong oleh meningkatnya penetrasi 

internet dan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online. Praktik transaksi elektronik telah 

mengubah cara Masyarakat Indonesia berbelanja dan berbisnis. Pemerintah dan pelaku usaha terus 

berupaya untuk menciptakan ekosistem E-Commerce yang sehat dan berkelanjutan. Dengan 

adanya regulasi yang jelas, peningkatan keamanan yang memadai, potensi pertumbuhan E-

Commerce di Indonesia masih sangat besar.  
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Tabel 1.  

NO Platform 
Beroperasi 

sejak sampai 
Peringkat Penguna/Pengunjung Ket 

1 Shopee 1 Des 2015- 

Sekarang 

1 100jt+ pengguna/237jt 

pengunjung perbulan 

1.http://www.gramed

ia.com/literasi/ 

pendiri-shopee/ 

2.https://investor.id

/business/319585 

/shopee-tokopedia-dan-

lazada-siapa- 

Juara 

3. Google Play 

4.https://sasanadigi

tal.com/pilih-

marketplace-atau-

Toko-online-sendiri-

Pahami-dulu 

Perbedaannya 

 

2 

 

Tokopedia 

 

17 Agustus  

2009-Sekarang 

 

2 

 

100jt+pengguna/88.90 

jt pengunjung 

perbulan 

 

1.https://www.toko

pedia.com/about/ou

r-story 

2.https://investor.id/

business/319585 

/shopee-tokopedia-

dan-lazada-siapa- 

Juara 

3. Google Play 

4.https://sasanadigita

l.com/pilih-

marketplace-atau-

Toko-online-sendiri-

Pahami-

duluPerbedaannya/ 

 

3 Lazada 27 Maret2012- 

Sekarang 

3 500jt pengguna+ 

/47.60jt pengunjung 

Perbulan 

1.https://id.wikipedia.

org/wiki/Lazada 

2.https://investor.id

/business/319585/s

hopee-tokopedia-

https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/5686
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dan-lazada-siapa-

Juara  

3.Google Play 

4.https://sasanadigita

l.com/pilih-

marketplace-atau-

Toko-online-sendiri-

Pahami-

duluPerbedaannya/ 

 

 

4 Bukalapak 10 Januari 

 2010- 

Sekarang 

4 50jt+pengguna/11.200jt  

pengunjung 

perbulan 

1.https://id.wikipedia.

org/wiki/Bukalapak 

2.https://www.cnbcin

donesia.com/Tech/20

210922114418-3727 

8223/Cek-jawara-e-

commerce-ri-

bukalapak-lazada-

nomor-berapa 

3. Google Play 

4.https://sasanadigital

.com/pilih-

marketplace-atau-

Toko-online- 

sendiri-Pahami-dulu-

Perbedaannya/ 

 

5 Blibli 25 Juli 2015- 

Sekarang 

5 10jt+pengguna/28.890jt 

 pengunjung 

perbulan 

1.https://about.blibli.c

om/id/about 

2. Google Play 

3.https://sasanadigita

l.com/pilihmarketplac

e-atau-Toko-online-

sendiri-Pahami-dulu- 

Perbedaannya/ 

 

Pada tabel. 1 diatas menunjukan bahwa praktik transaksi elektronik di Indonesia mencakup 

5 Platform E-Commerce yang paling banyak di gunakan oleh pengguna dan memiliki banyak 

pengunjung. Data tersebut bila mengacu pada tabel yang ada menunjukan platform shopee 
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merupakan platform e-commercedengan peringkat pertama dan memiliki pengguna 100jt+ dan 

juga memiliki jumlah pengunjung 237jt data bulanan berdasarkan sumber yang ada, oleh karena itu 

platform shopee masih menguasai pasar E-Commerce di Indonesia dengan jumlah pengguna aktif 

yang jauh lebih tinggi dibandingan dengan platform lainnya. Berdasarkan data yang diperolah dari 

sumber yang sama dari platform shopee Platform Tokopedia menempati peringkat kedua dengan 

jumlah pengguna 100jt+ dan jumlah pengunjung 88.900jt data bulanan berdasarkan sumber yang 

ada, dalam hal ini Tokopedia masih mempertahankan posisinya sebagai Platform E-Commerce 

terpopuler di Indonesia. Platform Lazada menempati posisi peringkat ketiga setelah shopee dan 

Tokopedia. Dengan jumlah pengguna Lazada mencapai 500jt+ dengan jumlah pengunjung 47.60jt 

data bulanan. Platform Bukalapak menunjukan bahwasanya platform bukalapak menempati 

peringkat keempat dengan jumlah pengguna 50jt+ dan jumlah penggunjung 11.200jt perbulan. 

Platform Blibli menempati peringkat kelima berdasarkan jumlah pengguna. Berdasarkan sumber 

yang ada jumlah pengguna Blibli mencapai 10jt+ dan jumlah penggunjung 28.890jt perbulan. 

 Bahwasannya dari data tersebut diperoleh dari sumberyang ada pada tabel di atas yaitu 

sumber dari https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/ diperoleh data tentang 

beroperasinya platform shopee dari sejak dan sampai kapan shopee beroperasi. Sumber lain yang 

didapatkan dari https://investor.id/business/319585/shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara 

diperoleh data tentang peringkat dari platform shopee, Lazada, Tokopedia, bukalapak dan Blibli. 

Sumber lain yang didapatkan dari https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-

sendiri-Pahami-dulu Perbedaannya/ diperoleh data tentang pengguna dan pengunjung dari 

platform shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak, dan blibli. Sumber dari 

https://www.tokopedia.com/about/our-story diperoleh data yang sama terkait beroperasinya 

Tokopedia sejak dan sampai kapan Tokopedia beroperasi. Sumber lain diperoleh dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada, https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak diperoleh data 

tentang beroperasinya bukalapak sejak dan sampai kapan bukalapak beroperasi. Sumber lain 

diperoleh dari https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20210922114418-3728223/Cek-jawara-e-

commerce-ri-bukalapak-lazada-nomor-berapa, dan https://about.blibli.com/id/about, diperoleh 

data tentang peringkat dari platform bukalapak, Lazada dan Blibli. Sumber yang berbeda diperoleh 

dari Google Play diperoleh data tentang pengguna dari kelima palftorm tersebut.Dari sumber-

sumber tersebut diperoleh data terkait tahun beroperasi nya platform, peringkat dari platform 

tersebut, dan pengguna/pengunjung yang ada diplatform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, 

dan Blibli.  
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Tabel. 2 

No Platform Izin Usaha Diterbitkan Ket 

1 Shopee Sektor 

Perdagangan 

Terdaftardi Peraturan 

Menteri Informasi dan 

Informatika 

diterbitkan pada 23 

November 2022 

1.https://pse.kominfo.go.id

/home/pse-domestik. 

2.https://pse.kominfo.go.id

/tdpse-detail/12480 

3.https://indonesiabaik.id/

infografis/cara-cek-

aplikasi-dan-platform-

yang-terdaftar-pse-keminfo 

 

2 

 

Tokopedia 

 

Sektor 

Perdaganga, 

Sektor 

Perdagangan, 

Sektor Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi, 

Sektor Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

 

Terdaftar di Peraturan 

Menteri Informasi dan 

Informatika dan 

diterbitkan pada 

tanggal 2 Juni 2021, 

terdaftar pada tanggal 

03 Maret 2022 

 

1.https://pse.kominfo.go.id

/home/pse-domestik 

2.https://pse.kominfo.go.id

/tdpse-detail/1232 

3.https://indonesiabaik.id/

infografis/cara-cek-

aplikasi-dan-platform-

yang-terdaftar-pse-keminfo 

 

3 Lazada Sektor 

Perdagangan, 

Sektor 

Perdagangan, 

Sektor Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi, 

Sektor Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Terdaftar di Peraturan 

Menteri Informasi dan 

Informatika dan 

diterbitkan tanggal 04 

Oktober 2021, 

terdaftar pada tanggal 

03 Maret 2022 

 

1.https://pse.kominfo.go.id

/home/pse-domestik 

2.https://pse.kominfo.go.id

/tdpse-detail/1232 

3.https://indonesiabaik.id/

infografis/cara-cek-

aplikasi-dan-platform-

yang-terdaftar-pse-keminfo 

 

 

4 

 

Bukalapak 

 

Sektor Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi, 

Sektor Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi, 

Sektor Teknologi 

 

Terdaftar di Peraturan 

Menteri Informasi dan 

Informatika terbit dan 

terdaftar tanggal 10 

maret 2021 

 

 

1.https://pse.kominfo.go.id

/home/pse-domestik 

2.https://pse.kominfo.go.id

/tdpse-detail/1232 

3.https://indonesiabaik.id/

infografis/cara-cek-

aplikasi-dan-platform-
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Informasi dan 

Komunikasi 

yang-terdaftar-pse-keminfo 

 

 

5 

 

Blibli 

 

Sektor 

Perdagangan, 

Sektor 

Perdagangan, 

Sektor 

Perdagangan 

 

Terdaftar di Peraturan 

Menteri Informasi dan 

Informatika 

diterbitkan dan 

terdaftar pada tanggal 

5 Juli 2021 

 

 

1.https://pse.kominfo.go.id

/home/pse-domestik 

2.https://pse.kominfo.go.id

/tdpse-detail/1232 

3.https://indonesiabaik.id/

infografis/cara-cek-

aplikasi-dan-platform-

yang-terdaftar-pse-keminfo 

 

Data tabel diatas menunjukan bahwa praktik izin usaha E-Commerce di Indonesia dapat 

memberikan gambaran tentang tingkat ketaatan Platform E-Commerce di indonesia terhadap 

regulasi dan sektor yang berlaku di Indonesia.Bila mengacu pada tabel yang ada maka dapat 

diketahui bahwasanya shopee memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada 

Sektor Perdagangan yang Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika. Shopee 

diterbitkan dan terdaftar sejak tanggal 22 November 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 

000525.04/DJAI.PSE/11/2022, dan nomor izin usaha 812000583267300030005 berdasarkan 

sumber yang ada.Berdasarkan data yang diperolah dari sumber yang sama dari platfirm 

shopeeplatform tokopedia memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor 

Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri infomasi dan informatika. Tokopedia diterbitkan 

pada tanggal 2 Juni 2021 dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2022 dengan nomor tanda daftar 

PSE000847.01/DJAI.PSE/06/2021, dan nomor izin usaha 812041011055500010011, dengan 

alamat website Tokopedia.com.Platform Lazada memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem 

elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri 

infomasi dan informatika. Lazada diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan terdaftar pada 

tanggal 3 Maret 2022 dengan nomor tanda daftar PSE001309.01/DJAI.PSE/10/2021, dan nomor 

izin usaha 912010550133700040002.Platform Bukalapak memiliki izin usaha dengan Perusahaan 

sistem elektronik pada Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri 

infomasi dan informatika. Bukalapak diterbitkan dan terdaftar pada tanggal 10 Maret 2021 dengan 

nomor tanda daftar PSE000298.01/DJAI.PSE/03/2021.Platform Blibli memiliki izin usaha dengan 

Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan 

yang terdaftar di peraturan Menteri infomasi dan informatika. Platform blibli diterbitkan dan 

terdaftar pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nomor tanda daftar PSE000622.01/DJAI.PSE/05/2021. 

Bahwasannya dari data tersebut diperoleh dari sumber yang sama terkait data dari 

platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli . Sumber yang di dapat antara lain 
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https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestikhttps://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/12480, 

diperoleh data tentang tanggal terdaftar, nomor tanda daftar PSE, serta nomor izin usaha dari 5 

platform yang ada. Sumber lain diperoleh dari https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-

aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo. Dari sumber tersebut diperoleh data terkait izin 

usaha, tanggal terbit, dari platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. 

 

 

2. Regulasi Izin Usaha E-Commerce 

Izin usaha e-commerce merupakan persyaratan legal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 

yang menjalankan kegiatan perdagangan melalui platform digital. Izin ini diatur oleh pemerintah 

untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha e-commerce beroperasi secara legal dan 

bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen. pelaku usaha juga harus 

mematuhi peraturan terkait perlindungan konsumen, keamanan data, serta aturan perpajakan. 

Dengan izin usaha ini, e-commerce dapat beroperasi secara resmi dan dipercaya oleh konsumen, 

sehingga mendukung pertumbuhan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi Izin 

Usaha E-Commerce di Indonesia secara rinci ditunjukan dalam tabel 1. 

 

Tabe.1 

NO Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 31 Tahun 2023 

Ket 

1 Pasal 3 Pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha 

dalam melakukan usaha di masing- masing sektor 

sesuai dengan ketentuan perdagangan. 

 

2 Pasal 4 Perizinan berusaha bagi pedagang dalam negri di 

sektor PMSE yang hanya melakukan kegiatan 

perdagangan eceran melalui sistem elektronik, 

menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha. 

 

3 Pasal 5 Pedagang luar negri yang melakukan kegiatan PMSE 

di PPMSE harus menyatakan standar atau bukti SNI 

barang/jasa yang di wajibkan, harus menggunakan 

bahasa Indonesia yang mudah di mengerti, 

menyayangkan informasi negara asal pengiriman 

bsarang, dan wajib memiliki bukti  sertifikasi halal, 

sesuai dengan produk yang di perdagangankan. 

 

4 Pasal 7 Perizinan berusaha di bidang PMSE dalam negri 

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui 

lembaga OSS, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan mengenai mengenai penyelenggaraan 

https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/5686
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/5686
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/5686
https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik
https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik
https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo
https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo


 
Vol6No 2 (2025) 1380 -1396P-ISSN 2620-295E-ISSN 2747-0490 

DOI:1047467/elmal.v6i2.5686 
 

 

perizinan berusaha berbasis resiko. 

 

5 Pasal 9 PPMSE dan PSP wajib memiliki layanan pengaduan 

konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis resiko. 

 

6 Pasal 11 Pedagang wajib menayangkan informasi mengenai 

bukti pemenuhan standar barang dan atau jasa 

berupa ;Sertifikat SNI, Nomor sertifikat halal, Nomor 

registrasi produk terkait keamanan barang, Nomor 

izin, nomor registrasi atau nomor sertifikat untuk 

produk kosmetik, obat dan makanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

7 Pasal 13 PPMSE harus melakukan upaya mengawasi, 

mencegah dan menanggulangi segala bentuk 

persaingan yang tidak sehat dan/atau praktik 

manipulasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

 

8 Pasal 19 PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat 

lintas negara, wajib mencantumkan harga minimum 

USD 100 per unit pada sistem elektronik nya untuk 

pedagang yang menjual langsung barang jadi asal luar 

negeri ke Indonesia. 

 

9 Pasal 21 PPMSE dengan model bisnis lokapasar dan/atau e-

commerce dilarang bertindak sebagai produsen dan 

dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada 

sistem elektroniknya. 

Sumber : Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023  
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DISCUSION 

Penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif dalam memahami 

bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam regulasi izin usaha E-

Commerce di Indonesia. Dengan menggabungkan kajian literatur, regulasi, peraturan perundang-

undangan, Kerjasama lintas sektor dan analisis kebijakan, penelitian ini berusaha mengungkap 

kompleksitas isu yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ekosistem E-Commerce yang adil, 

transparan dan berkelanjutan perspektif maqashid syariah. Dengan mengidentifikasi prinsip-

prinsip maqashid syariah yang relevan dan substansi regulasi pada pasal yang ada di Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pada 

pengembangan substansi regulasi izin usaha E-Commerce agar sesuai dengan nilai-nilai syariah, 

sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

 Pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi 

sebuah perkembangan di era globalisasi. Di Indonesia mayoritas penduduk menganut agama islam, 

maka prinsip maqashid syariah menjadi landasan yang kuat untuk mejamin kepastian 
penyelenggara izin usaha E-Commerce secara merata diseluruh wilayah. Prinsip-prinsip maqashid 

syariah yang menekankan pada terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terkhusus 

pada terpeliharanya harta menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan perizinan usaha E-

Commerce yang adil dan berkelanjutan. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai landasan 

yang kuat, maka regulasi izin usaha E-Commerce diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi digital yang tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, tetapi memberikan manfaat dan 

kemaslahatan bagi seluruh umat. 

 Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah tentang praktik transasksi elektronik 

dan praktik izin usaha pada Platform E-Commerce di Indonesia. Beberapa Platform E-Commerce 

yang ada di Indonesia, peneliti lebih fokus meneliti pada lima platform yang banyak di minati oleh 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Lima platform tersebut diantaranya adalah shopee, 

Tokopedia, Lazada, bukalapak, dan Blibli. Dalam praktik transaksi elektonik kelima platform 

tersebut diperoleh data mengenai beroperasinya platform dengan melihat tahun beroperasinya 

platform tersebut, Tingkat pengguna dan pengunjung, dalam hal ini peneliti memperoleh data 

jumlah pengguna dan pengunjung dari masing-masing platform, dengan melihat jumlah tersebut 

peneliti juga memperoleh data mengenai posisi peringkat dari masing-masing platform. Selain data 

mengenai praktik transaksi elektronik, diperoleh data lain terkait praktik izin usaha dimana kelima 

platform tersebut memiliki izin usaha yang berbeda dengan diperoleh data tentang sektor izin 

usaha, tahun terbit, nomor izin usaha dan nomor tanda daftar PSE. 

 Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai regulasi izin usaha E-Commerce di Indonesia 

perspektif maqashid syariah. Dengan mengkaji  pasal yang ada di Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 31 Tahun 2023 dengan  mengidentifikasi kesesuaian prinsip-prinsip maqashid syariah yaitu 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memastikan bahwa regulasi tersebut 

tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai islam. Berbeda dari 

penelitian (Wiya, 2022; Hayati, 2021; Effendi, 2020; Tarmizi, 2022) yang lebih terfokus pada 

efektivitas regulasi izin usaha di Indonesia, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan izin 

usaha E-Commerce di Indonesia menjadi prioritas utama, dampak hukum terkait izin usaha E-

Commerce di Indonesia yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum. 
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Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pengembangan regulasi izin usaha E-Commerce 

diindonesia dengan menempatkan maqashid syariah sebagai landasan utama dalam penyusunan 

kebijakan, pengembangan regulasi, peningkatan pengawasan, Kerjasama lintas sektor, dan 

peningkatan literasi digital diharapkan dapat terciptanya ekosistem E-Commerce yang transparan, 

berkeadilan dan berkelanjutan. Pada Pasal 3-5 Klasifikasi dan Perizinan Pelaku Usaha PMSE Pasal-

pasal ini mengatur klasifikasi pelaku usaha PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) serta 

kewajiban perizinan yang disesuaikan dengan skala dan jenis usahanya. Dalam relevansi Maqasid 

Syariah (Hifz al-Mal dan Hifz an-Nafs) Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan 

keteraturan dalam ekosistem e-commerce, sehingga melindungi hak konsumen dan pelaku usaha 

dari kerugian finansial maupun moral. Perizinan mencegah praktik bisnis ilegal yang dapat 

merugikan masyarakat. Pasal 7-9 Pendaftaran dan Verifikasi Pelaku Usaha pasal ini mewajibkan 

pelaku usaha untuk mendaftarkan diri dan melalui proses verifikasi guna menjamin keabsahan 

identitas. Relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-‘Aql dan Hifz al-Mal) Pendaftaran dan verifikasi 

melindungi konsumen dari penipuan serta menjaga integritas data, sejalan dengan perlindungan 
akal dan harta. Dengan adanya verifikasi, transaksi berlangsung lebih transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pasal 11-13 Transparansi Informasi, Pasal-pasal ini menegaskan 

kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan 

kepada konsumen. Relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-‘Aql dan Hifz an-Nafs) Transparansi 

informasi memastikan bahwa konsumen membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta, 

melindungi mereka dari kerugian mental atau fisik akibat informasi yang salah. Ini juga 

mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam. Pasal 19-21 Keamanan Transaksi dan 

Data Pribadi Pasal-pasal ini mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan transaksi 

serta melindungi data pribadi konsumen. Relevansi Maqasid Syariah (Hifz al-‘Aql, Hifz an-Nafs, dan 

Hifz al-Mal) Perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi melindungi konsumen dari potensi 

penyalahgunaan data atau kerugian finansial. Hal ini mencegah kejahatan siber yang dapat 

membahayakan akal dan jiwa konsumen. 

Dalam perspektif maqashid syariah, izin usaha e-commerce di Indonesia memiliki peran 

penting untuk memastikan tercapainya kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi digital. Regulasi 

pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait izin usaha ini bertujuan untuk 

melindungi hak-hak konsumen, menjaga keadilan dalam transaksi, serta mendorong kejujuran dan 

transparansi dalam perdagangan. Dengan adanya izin usaha yang terstruktur dan sesuai syariah, 

pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah. 

Memastikan bahwa seluruh aktivitas e-commerce selaras dengan tujuan syariah, seperti menjaga 

harta, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. 

 

Conclusion 

 Tulisan ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menyajikan gambaran 

yang komprehensif tentang izin usaha E-Commerce di Indonesia perspektif maqashid syariah. 

Aktivitas E-Commerce secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang 

bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudahan transaksi, perluasan akses 

pasar, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan oleh E-Commerce berkontribusi 

pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Implementasi izin usaha E-Commerce di Indonesia perlu 

memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Aspek seperti keadilan dalam transaksi, transparasi 
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informasi, serta kepastian hukum menjadi sangat krusial. Regulasi yang ada perlu disesuaikan 

dengan dinamika perkembangan E-Commerce agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi 

prinsip-prinsip syariah. Pasal 3-21 Permendag No. 31 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip maqasid 

syariah dalam menjaga keadilan, melindungi hak individu, serta menjaga keseimbangan dalam 

ekosistem bisnis digital. Regulasi ini mendukung terciptanya lingkungan e-commerce yang aman, 

transparan, dan berkeadilan, sehingga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen 

secara menyeluruh. 

Penelitian ini memberikan wawasan konseptual yang penting tentang penerapan maqashid 

syariah dalam perizinan usaha e-commerce di Indonesia. Melalui analisis literatur dan sumber 

pustaka, penelitian ini menyoroti prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat menjadi pedoman 

bagi regulasi izin usaha e-commerce yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Meskipun terbatas 

pada pendekatan teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi studi 

lanjutan yang mencakup data empiris dengan cakupan lebih luas. Penelitian lebih lanjut dengan 

metode yang beragam diperlukan untuk memperdalam pemahaman penerapan maqasid syariah 
secara nyata dalam izin usaha e-commerce, sehingga dapat menjadi panduan yang lebih 

komprehensif bagi para pembuat kebijakan dan pelaku industri di Indonesia. 
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